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Rancangan Peraturan Kalurahan

Tentang Tata Tenin Musvawarah
Kalurahan

Menindaklanjuli surat Lurah Wukirsari Nomar : 1400017, tanggal 12
Januari 2023 fentang Permchonan Momor Register Rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan, maka berdasarkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indenesia Nomoer 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa periu
menetapkan Peraturan Kalurahan tenlang Tata Tertb Musyawarah
Kalurahan,

Sehubungan dengan hal tersebul, maka dapat kami sampafan
balwa .

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Tats
Tertib Musyawarah Kalurahan telsh sesuai dengan Peraturan Parundang -
Undangan;

2. Lurah segera meneiapksn Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi
Peraturan Kalurahan tentang Tala Tertib Musyawarah Kalurahan;

3, Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurshan tentang Tata Teris
Musyawarah:001/ Wukirsari / 2023

Demikian Rekomendasi Rancangan Peraturan Kalurashan tentang
Tata Terib Musyawarah Kalurshan inl untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya,
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Kepada¥ih,
Bapak Pancwu Imogiri
D temypal,

Drengan honmat,

Berdasarkan telah diselengparakannya rapat pleno pengesahan “Perstusan Kalurshan Wokirsan
Womor 08 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Musyawarah ™, padn Har Jumat Tanggal 30
Dicsember 2022 di Aula Kalurahan Wukirsan, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan
Kalurahan {Bamuskal), Pemermtah Kalurnhan, sera perwakilan dar lembaga-lembags vang ada
di Wikirsars, mohon kirnnya Bapak Panewu Imogin mengabalkan rekomendasi Peraturan
Kalurahan tersebut.

Dremnikian, atas perhatianmya kami ucapkan tenima kasih.
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Menimbang

LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR : ©8 TAHUN 2022

TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

a. bahwa penyelenggaraan Musyawarah
Kalurahan harus dilaksanakan sesuai
dengan tata tertib Musyawarah Kalurahan,
dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat
{2) Peraturan Peraturan Menten Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa,
perlu  disugun  Peraturan  Kalurahan
Tentang  Tata Tertib Musyawarah
Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ménetapkan Peraturan Kalurahan
Wukirsari Hapanewon Imogiri Kabupaten
Bantul Tentang Tata Tertib Musyawarah
Kalurahan.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
teritang Keuangan Negara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi  Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nemor 61, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014
tentang Desallembaran Nepgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor B55ET),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nemor 9
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7. Tahun 2015 tentong Perubahon Keduw sion
Undang-Undang Nomor 231 Tohun 2014
Tentang Pemerintahan Daernh  (Lembnran
Negara Republik Indenesin Tahun 2015

Nomor 58, Tambahon Lembaran Negarn

Republik Indonealn Nomor 5679);

f. Pernluran Pemerintnh  Nomor 43 Tehun
2014  tentang  Persturan  Pelaknanoan
Undang-Undang  Nomor 6 Tohun 2014
tentang [Desa |Lembaran Negoara Fepublik
Indonesia Tohun 2014  Nemor 123,
Tambahan  Lembaran  Negarn  Republik
Indonesia Nomor 5539) schagaimana teloh
beberapa  kali diubah  terakhir  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentong
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang
Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa  kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedun atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belonja Negarn
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor oB64);
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10, Pernturnn Menteri Dalam Megerl Republik

indonesia Nomor 111 Tahun 2004 Tentang

Pedoman Teknis Pernturan Di Dean;

11, Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan
Daernh  Tertinggal,  Dan  Transmigroes
Republik Indonesin Nomar 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdnsarkon
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokl
Berskaln Desa;

12. Pernturan  Menteri Dalam Negerl Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kewenangan Desa;

13.Pernturan Menteri Desa, Pembangunan
Daernh  Tertinggal, Dan  Transmigrasi
Republik Indonesin Nomor 16 Tahun 2019

tentang Musyawarah Desa;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor B6 Tahun
2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan [Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Bantul;

15. Peraturan Kalurahan Wukirsarl Kapanewon
Imogiri Nomor 08 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WURKIRSARI

Menetapkan

dan

LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSEAN

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH

KALURAHAN
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BAB |

KETENTUAN UMUM
Pazal 1
Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:
1. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsan

2. Pemerintoh Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Wukirsan

3. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya
disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk
Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis.

4, Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal,
Pemerintah  Kalurahan, dan unsur masyarakat yang
dizelenggarakan cleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

5. Lembaga Kemasyarakatan HKalurahan adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan
masyarakat Kalurahan.

6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangon
yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati
bersama Bamuskal,

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya
disebut APBKal adalah rencana  keuangan  tahunan
Pemerintahan Kalurahan.

8. Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Kalurahan yang
sclanjutnya disebut RPJM Kal adalah adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

. Rencena Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP
Kal, adalah penjabaran dari EPJM Kal untuk jangka waktu I
(satu) tahun.

10. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban
Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa wuang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
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11. Aset Knlurnhan ndalah barang milik Keluraban yong  bernsal
dari kekayan asli Kalurahan, dibeli atou diperoleh atos bebon
Anggaran Pendnpatan dan Belanjn Kalurnhan atau peralehon

hak lainnya yang sah.

12. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangnn yang elimiliki
Kalurahan meliputi kewenangan di bidang  penyelenggnronn
Pemerintahan Kalurnhan, pelaleaannnn Fembnngunnn
Kalurahan, Pembinaan Kemasyarnkatan Kalurahon,
Pemberdayaan Masyarakat Kalurahon berdasarkan  prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kaluranhan,

13. Kewenangan berdnsarkkan hak asal usul adalabh hak  yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan
atau  prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai  dengoan

perkembangan kehidupan masyarakat.

14. Kewenangan lokal berskala Kalurahan adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakal
Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu
dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena
perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat Kalurahan,

15. Kearifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu
masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa, pakainn
masyarakat di Kalurahan yang didasari nilai nilai kebaikan
sebagai bentuk atau ciri khas kalurahan.

Pasal 2

(1] Peraturan Kalurahan ini secara umum dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas penyelengegaraan Musyawarah
Kalurahan yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsil
gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan
maayarakat.

{2} Tujuan Peraturan Kalurahan ini untuk :
a, Meningkatkan partisipasi masyaralkat dalam
penyelenggaraan musyawarah Knlurnhan;

b. Menjadikan Musyawarah Kalurahan scbagad  forum
pengambilan keputusan tertingei dalam penyelenggnronn
Pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan;
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e, Meningkatkan  sinecgl  don keendibast avtar pemanglon

kepentinggan di kelurahon,

sl 3
Ruang lingkup pengaturan dalom Peraturan Raburahun ind meliputi:
a. kebijakan pelukganaan Muayawaral Kalureahin;
b. Tatacara Musyawaranh Kalurahang den

¢. Tindak lanjut hasil Musyawarah Kalucahan,

BAD Ul
JENIS MUSYAWARAH

Fa=nl 4

Musyawarah Kalurahan terdin atos @

a. Musyawarah Kalurahan terencans: doan

L. Musyvawarash Kalurahon insidental.

Pa=al 5

{11 Musyawarnh Kalurnhan terencana scbagnimann  dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dipersiapkan dan ditunngkon dalam
REP Kalurahan pada tahun sebelumnya,

(2} Perencanaan Musyawarah Kalurahan terencann scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegintan dan
rencana anggaran biayva.

(3] Perencanaan Musyawarah Kalurahan sebaganimana dimaksud
pada ayat (2}, disusun dengan mempertimbangkan hal yang
bersifat strategis vang haras dimusyawarahkan dolam 1 {satu)
tahumn.

Pasal G

(1) Musyawarah Kalurahan insidental sebaganimana dimalksud
dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Musyawarah Kalurahan
yvang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakot
Kalurahan dan kejadian vang mendesak.
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Vesvrewe™ Lalturatan medental sehagniimana armaksoed seda
avst 11 Smermarkan sesual denean kondia odwektifl vang
—rednsan Sadakanava Musvaearah Kalurahan,

T Whssvamata®  Nalseaham  inedental sebafaimana  dimalesud

sada aval (2 ddakukan antuk membahas dan menetapkan:

a Fesmbaharen koordsz: dan
B PeoaamasaTian.
£ Haxd pembakasan Musmawamah | Nalurahan  insidental

sehapat—ana SEmaicssd pada aval (3) dituangkan dalam Berima

Asar.

Berita Acara Musvawarah Kalumahan insidental sebagaimana
demakosud pada ayat ($) ditetapkan oleh Lurah.

BAB Il
TAHAPAN MUSVAWARAH KALURAHAN
Pasal 7

Tahaoan poovecospanann musvawarah Ralurahan mehiput :

A Perzmapan;
b Pelaksamaan: dan

c Tindak lanjut

Pazal 8§
(Il Dalam penyelenggaraan Musyvawarah Kalurahan, Bamuskal
melakukan persiapan antara lain:
a2 Menverap Aspirasi baik melalyi dusun dan  atau
kelompok kepentinganvang ada di kalurahan:
b. Menyusun Pandangan Resmi Bamuskal:
¢ Membentuk  Panitia Musvawarah Kalurahan  dan
ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal: dan
d. Mengidentifikasi unsur peseria Musvawarah Kalurahan,
narasumber dan /atau undangan khusus Ininya.
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() Panitin Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, beranggotakan paling sedikit 3 orang dan paling
banyak 7 orang vang terdini dan :

1. Ketua : Sekretaris Bamuskal;
2. Anggola :
a. Unsur Bamuskal;
b. Unsur Perangkat Kalurahan; dan/atau

€ Unsur Lembagn Kemasyarakatan Kalurahan.

(3] Panitia Musyawarah Kalurahan bertugas :
a. Menyusun jadwal acara;
b. Menunjuk petugas pelaksana;
Menyusun dan/atau melaksanakan EAB;

B D

Menyiapkan sarana dan prasarana;

e. Mendata calon peserta berkoordinasi dengan Pemerintah
Kalurahan;

£ Mengedarkan undangan kepada peserta, narasumber
dan/atau undangan khusus lainnya dilampiri ringkasan
materi musyawarah Kalurahan;

g. Membuat pengumuman musyawarah Kalurahan melalui
media informasi yangada di Kalurahan;

h. Melaporkan hasil penyelenggaraan musyawarah
Kalurahan kepada Bamuskal;

i. Menjalankan tugas lainnya sesual kebutuhan; dan

j. Panitia dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela;

Pasal 9
(1) Dalam persiapan Musyawarah Kalurahan Pemerintah
Kalurahan bertugas dan bertanggungjawab :
a. Berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam hal
penyelenggaraan musyawarah Kalurahan;
b, Menyiapkan dukungan anggaran;
Mempersiapkan materi pembahasan; dan

d. Menyiapkan dultungan fasilitaslain  sesual  kebutuhan
penyelenggaraan musyawarah Kalurahan.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

4

)

A

Toens Jdan laneoang  pawaby  Pemeviitaly Kalurahion

senngatmana dmaksud pada aval 11 berdanarkan sl

Losovtinass detean Mamuaskal donfaton Panitie. Musyawsrah

Lahvmahan

i Redin

ek s inaniniy

Pasal 1)

Peiakuanaan Musvawarah kalurahan harus berdonorkan tatn
ey dan berpegang teguh palin azas muasyawarah kalurahon
vang  elah diatar dalawm Pernturon Menterd  Denn,
Pembangunan Dacrah Tertinggal dan Transmigroad,
Pelakasnaan  Musvawaralh Kalorahan  dapat  dilangrungkan
apatiia dihadin oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pesertn
mrsvawarah vang Jindang;
Dalam hal kehadiran peserta schagaimann dimaksud  pada
avat () tidak terpenuhi, maka musyawarnh desn ditunda
san /atau dibatalkan:

lam hal Pelakszanaan musyawnrah berdnsarkan ayat (3),
Zapar @laksanakan atas persetujuan peseria musyawarah dan
dituangkan dalam Berita Acara;
Dalam hal musyvawarah kalorabhon dibatalkan, maka dilakukan
peajadwalan kembali  pelakaanaan  Muasyawarah Kalurahan
Zlekukan  koordinasi  antara  Bamuskal, Pemerintah
Ralurahan, dan Panitia Musvawarah Kalurnhon.,

Pasal 11
Peserta musvawarah terdic dari:

a. Peserta vang memiliki hak suara: dan

b. Peserta vang tidak memiliki lhak suara;

Feserta yang memiliki hak suarn sebagnimana dimaksucd ayat
11} huruf a, meliputi; Bamuskal, Pemerintah Knlurahan,
Panitia Musyawarah Kalurahan, Peserta yang diundang, warga
masyarakat kalurahan yang hadir otas inisiatil sendiri yvang
mengsi dalam daftar hadir;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(3] Peserta yang tidak memiliki hak suara sebagai mana dimaksud
ayat (1) huruf b, meliputi : Narasumber dan/atau undangan
khusus lainya yang berasal dari luar Kalurahan Wukirsari;

(7] Peserta yang memiliki hak suara dari UNSUr masyarakat, harus

mewakili antara lain:

Tokoh adat;
Tokoh agama;

o

Tokoh masyarakat;
Tokoh pendidikan;
Perwakilan kelompok tani;
Perwakilan kelompok perajin;
Perwakilan kelompok percmpuan;
Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Perwakilan kelompok budaya;
k. Perwakilan kewilayahan;
Perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat,;
. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
Perwakilan kelompok lanjut usia;
Perwakilan kelompok seniman; dan/atau
Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di
Kalurahan sesuai dengankearifan lokal Kalurahan.

1 ."."FE."‘I!‘I-F._H

v 8 8 3

BAB IV

TATA CARA PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

(1] Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Bamuskal.

|2 Apabila Ketua Bamuskal berhalangan, pimpinan Musyawarah
Kalurahan dilakukan cleh unsur Bamuskal lainnya disertai
dengan surat tugas dari Ketua Bamuskal yang berhalangan.

3 Unsur Bamuskal lainnya yang ditunjuk menjadi pimpinan
Musyawarah Kalurahan memberitahukan kepada peserta
Musyawarah Kalurahan tentang alasan Ketua Bamuskal
berhalangan.

H Musyawarah dilaksanakan tepat waktu sesuai undangan

dengan toleransi maksimal 30 ment.
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Pasal 13
B Busunan sears Musyawarah Kalurahan, meliputi

& Peambailoann;

B Sambnitan ketun paniting

voo Paparan pandangan resmi Bamusknl tentang materi
mwayvawearah kaluralian;

A Tanggapan dadd Pemerintah Kalurahan  dan/atau
narasumber;

¢, Diskusi pembalinsan materd, dapat dilakukan dengan cara
diskust plenodan fatau diskusi kelompok;

. Paparan hasil pembahasan melalui diskusi dan

pengambilan keputusan;
1 Pembacasn hasil keputusan musyawarah kalurahan;

h.  Penandatangan berita acara; dan

o Penuatap,

(@) Pembahasan materi dengan cara diskusi pleno sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] hurul e, yaitu forum tanya jawab atau
dialog langsung antara peserta dengan pihak-pihak terkait
materi yang dipandu langsung oleh pimpinan musyawarah
kalurahan,

[  Pembahasan materi dengan cara diskusi kelompok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pimpinan musyawarah
kalurnhan membagi peserta ke dalam beberapa  kelompok
diskust terfokus sesuni kebutuhan materi pembahasan dan
kesepakatan peserta,

() Dalam pelaksanaan diskusi kelompok peserta diskusi terlebih
dohulu memilih pimpinan diskusi kelompok yang terdiri dan
Ketun dan Notulis secara musyawarah mufakat.

[5) Pimpinan diskusi kelompok bertugas memimpin jalannya
pembahasan masing-masing kelompok dan membacakan hasil
diskusi kelompok pada forum diskusi pleno.

{6 Tatn eara pembahasan dan pengambilan keputusan  dalam
diskusi kelompok tetap berpedoman pada peraturan tata tertib

int.
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Poasnl 14
(1l Tata carn pengambilan keputuson dilnkukon seenra:

a. Musyawarah puna mufnkat dan/otou;

b. Apabila  musyawarah guna  mufokat  fidak  tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan carn pemunpguten
suara suara terbanyak;

() Pengambilan keputusan sesuni nyat (1) huruf b, dinyatakan sah
apabila disetujui oleh paling sedikit %4 {satu perdua) ditambah 1
{satu) dari jumlah peserta yang hadir;

(3] Apabila pengambilan keputusan berdasarkan suarn terbanyalk
terjodi perolehan susra yang sama, maka pengambilan
keputusan  selanjutnya  diserahkan kepada Bamuskal dan
Pemerintah Kalurahan untuk dikoordinasikan serta mengambil
keputusan  secara mufakat dengan melibatkan  perwakilan
peserta musyawarah Kalurahan yang dipilih  eleh  seluruh
peserta musyawarah;

{4 Perwakilan peserta musyawarah Kalurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] paling sedikit 5 orang dan paling banyak
7 orang yang dipilih olech peserta pada saat musyawarah
Kalurahan dengan mengutamakan  keterwakilan unsur
perempian;

(3] Hasil musyawarah Kalurahan ditandatangani oleh Bamuskal,
Pemerintah Kalurahan dan perwakilan peserta musyawarah
Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

(1] Musyawarah Kalurahan di tunda apabila kehadiran peserta
yvang diundang tidak memenuhi qourum sesual pasal 10 ayat
(2}

(1) Jadwal Penundaan musyawarah Kalurahan sesuai ayat (1)
dikordinasikan dan disepokai antara Bamuskal dan Pemerintah
Kalurahan.

(3) Penundaan hasil keputusan musyawarah Kalurahan sesuai
pasal (15) dilaksanakan selambat - lambatnya 7 (tajuh) hari

kerja.
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BAB Y
TINDAK LANJUT

Pasal 106

(1] Berita Acara hasil musyawarah kelurahan  sebagnimana

dimaksud pasal  (15) disosinlisasikon  oleh  Pemerintah
Kalurahan;
(7] Hasil musyawarah kalurshan  yang  merckomendasikan

penyusunan  Peraturan  Kalurohan,  ditindaklanjuti = oleh
Pemerintah Kalurahom,

(3] Penyusunan schagaimana ayat (2] dilaksanakan sesuai sesuai
peraturan perundangan Yang berlaku yong dilalkkuknn secarn

partisipatil dan tranaparan.

BARBR V]
PERSELISIHAN
Pasal 17

(1] Perselisthan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan
Musyawarah Kalurahan diselesaikon secarn musyawarah
mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan;

(2] Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya
difasilitasi cleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

(3] Penyelesaian perselisihan schagaimana dimaksud pada ayat (2],
bersifat final dan ditetapkan dalam Dberita acara  yang
ditandatangani oleh para F:ihal-: darn pEjnbﬂt yang meminsilitasi
penyelesaian perselisihan,

BAB VIl
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Musyawarah Kalurahan dibiayai dari APBKal dan/atau dar sumber
lain yvang tidak mengikat.
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BAR VI
KETENTUAN LAIN- LAIN
Paaal 19

Hal = hal lain yang belum digtur dnlam pernturan desn ini selaman
berkait dengan teknis pelaksanaan akan dintur lebih  lanjut  dalom

tata cara pelaksanaan olch panitia berkoordinnsi dengan Bamuaknl

dan Pemerintah Ealurahan,

BAB IX
FENUTUP
Pasal 20

Peraturan Kalurahan ini mulai berlalku pada tanggal diundnnghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Kalurahan.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal

Lu RSARI

O HAPSORO

diundangkan di Wukirsari

pada tanggal
CARIK WUKIRSARI

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2022 NOMOR
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HADIAN PR UTIYAWARATAN KEALLEANAN
KALLIRAHAN WUHENAR]

KATANIGW N I KEATLITATIEN HANTLIL
KICUETUSAN BADAN PCEMUBYAWARATAN KALIIEATTAN WHEIRSAL]
NOMOIE 15 TAHUN 20
TIGWTANC
PIRETUSUAN RANCANCAN PEEATIIRAN EALURATIAN WUKIFAARI
TENTANCHTATA TIERTHE MUSYAWARAH KALURAHAN MENIALI
PERATURAN KALURATIAN WUKIEIAR]

DIENOAN RAHMAT TUHAN YANCE MAFA ESA
HADAN PERMUSYAWARNTAN KALUMAHAN WUKIRBARE,
Menlmbong o,  babwa Haneamgan  Peraturan Kalurahan  tentang

Tala Tertih Musyawarah Kalurahan telab dinepakat
dun dinetjul untuk ditctapkan menpell Peratuen
Krluirahiin:

b, bahwn  berdanarkan  pertimbangan  sebagaimans
climakmad  dolam  hural a,  perly menetaphkan
Keputunan  Bodan  Permusyawaratan  Kalurahan
lemluing Persctujuan Rancangan  Peraturan
Knlurmbhon  Wukirsari  Tentang  Tata  Tertib
Musyowarah  Kalurahan — menjadi  Peraturan
Knhursibr;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 tentang
Keunngan  Negara (Lembaga Negara Hepublik
Indonesin Tahun 2003 Nomor 471);

2, Undanp-Undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangnn Keunngan Antarn Pemerintah Pusst
dan  Pemerininh  Doerah (Lemboran Negar
Republik  Indonesin Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lemborun Nepara Republik Indonesia
Newrmeer A473H);
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Uisdang Umndang  Nomsor 14 Tabun 2008 wentang
Nemeikaan  nfemast Publk  (lembaran Negures
Depaattk Padosezsa Tahun 2008 Nomor 51, Tambehan
Lembaran Nogara Repahbk Indooesia Nomor 48661
Unsdang Undang  Noomos 12 Tahun 2011 tenmang
Proabeniian Perahmn Perundang-Undangan
Lembharan Negamna Repubik Indonessa Tahun 2011
Nooaow &2, Tambahan lembaran Negara Republik
Tisdoesesaa Nomoer S25HY

Undacg-Undang  Nomor © Tahun 2014 tentang Desa
dombaran Negam Republik Indopesia Tahun 2014
Nomor 7. Twmbahan Llembaran Negama Republik
Todiomesan, Noemor 95T

Undeng-Undang Nomor 23 Tahum 2014 tentang
Pemwrintah Daerah  (Lembamn Negara Republik
Indomesia Tahun 2018 Noowor 244, Tembahan
lemsbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387),
mbagaimana wah divhah beberapa kali, terakhir
Servman Undanp-indany Nomor 9 Tabhun 2015 tentany
Terubahan Kedua Ams Undang Undang Nomor 23
Talun 2014 tentang Pemerintah Daerah [Lembaran
Negara Repudlik Indonesia Tahun 2015 Nomer 55,
Tambahan lembaran Negara Republik  Indonesia
Nowmor 56791

Peratizran Pemmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksansan Undane-Undang Nomor &
Takhun 2014 rentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negama Republik Indonesin Nomor 5539)
sebhagnimana twelah diubah demgan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peratuman  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
entang  Peraturan  Pelakzanaan  Undang-Undang
Nomor © Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomeor 11 Tahun 2019 teatang
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemenntah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 41, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 63215

Peraturan Pemerintanh Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber darl Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negarm Scbagaimana telah diubah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor &0
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

« Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa [Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerash
tertinggal, dan Transmigrasi Momor | Tahun 2015
tentang Pedoman Hewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
MNegara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyvawarah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun
2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Daernh Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan  Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
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17, Perntiornm Kalirnhoan Wiglehrmard Nommior 08 Taliog 200010
tentang Kewenongan [esa Herdasnrkan Hake Asal -Usul

dnn Kewennngnn Lokal Derskala Desag

MEMUTLHKAN !

Ml'nrlilplmn ! KEMUITUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  EALURAFIAN
TENTANG  PEHSETIEIUAN  HANCANCGAN PFIERATURAN
KALURANAN  WUKIRSAR]  TENTANG  TATA  TERTIH
MUSYAWARAH  KALURAHAN  MENJADL  PERATURAN
KALURATTAN WURKIREARL,

KESATU : Menyepaknti Roncangan Peroturnn Knlurahon  Wuokirsari
tentang Tiin Tertib - Musynwarnh  Kalumhan, uniuk
ditetnpkan menjndi Pernturan Kalurahan Wukirsari.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawnraton Knlurnhan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukiraari
Pada tanggal 30 Desember 2022

SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul:

<. Kepala Dagian Adminisirasi Pemerintahan Desa Setda. Kab, Bantul:
3, Kepala Bagian Hukum Sctda. Kab, Bantul;
4. Pancwu Imogin

Untuk diketahui danfatau dipergunakan sebapnimana mestinya
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11l~'H'l'_I'r\ ﬁ-t;\_“ﬂ.
KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

NOMOR : 0T ARAMUSKAL/XL2022

Pada han ini Jumyat tayzinal !'i.t':ﬂ Pralasls balan Desember Gihon Dua Ribu Dua

Patuh Pua (30 Desernber 20229, vang bertanda tangan di bawah ini:

E TS s HL Sutyism, &0

falakan s Ketua Badan Permasvawaratan Kalurahan Wukirsari

Dalam hal ini bertinddak uotuk dan atas rama Radan Permusyawaratan Kalurahan
CRAMUSN AL Wakirsard, selanjutnya discbul FIHAK KESATU.

Nama s Susilo Hapsone, 5.1

Tabatan ¢ Lurraly Wakirsarn

Palam hal ind bertimdak uniuk dan atlas nama Pemenniah Kalurahan Wakiszan,
selanguinea disebut PIHAK KEDUA.

FIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Perabiran
Kalhomahon Wokiran tentang:
1. Tata Tertib Musvawarah Kalurahan:
1 Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan, Tenaga Bantu Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsan Tahun 2023%;

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kescpakatan Bersama  ini  dibuat  wntuk  dipergunakan  dan
ditindaklanjuti sehagaimana mestinya,

. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
ﬁfu?:ih RSAR, KETUA BAMUSKAL WUKIRSARL
. -y b &

HAIMSORO, 5.E H. SUTRISNOG, M.Pd.
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